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BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntut untuk 

memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik, sehingga tercapai suatu 

kepuasan.Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada 

publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut 

sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor: 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di 

berbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan pun 

semakin meningkat dalam kegiatan dan kehidupan penerima layanan. 

Ditambah lagi dengan peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu 

mengharuskan adanya perubahan tentang konsep pelayanan terhadap 

penerima layanan. Pencari Keadilan semakin dinamis dan semakin kritis, 

sehingga hal ini memicu adanya keharusan perubahan paradigma pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada penerima layanan. 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan suatu 

langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima layanan, menilai 

tingkat Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap kinerja pemerintahterutama 

aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program 

pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. 

 

B. Peraturan Perundangan 

 

Dasar dari penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 
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2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 

tentang Program Pembangunan Nasional; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur 

Pemerintah Kepada Masyarakat; 

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik 

Indonesia Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat; 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 

1. Mengukur Kepuasan Masyarakat: 

SKM bertujuan untuk mengetahui seberapa puas masyarakat 

terhadap pelayanan yang mereka terima.  

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: 

Hasil SKM dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  

3. Mengetahui Kinerja Unit Pelayanan: 

SKM dapat memberikan gambaran tentang kinerja unit pelayanan 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

4. Menentukan Kebijakan: 

Hasil SKM dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan 

kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

5. Mendorong Inovasi: 
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SKM dapat mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi 

lebih inovatif dalam memberikan pelayanan.  

 

 

D. Sasaran 

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah : 

1. Terwujudnya tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga 

pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna 

dan berhasil guna; 

3. Tumbuh kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar. 

 

F. Manfaat 

Dengan tersedianya data SKM secara periodik, dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut : 

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur / 

indikator dalam penyelenggaraan pelayanan publik Unit Pelayanan 

Publik Poltekkes Kemenkes Denpasar; 

2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Poltekkes Kemenkes 

Denpasar secara periodik; 

3.  Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya 

yang perlu dilakukan; 
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4. Mengetahui Survey Kepuasan Pengguna Layanan secara menyeluruh 

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Unit Pelayanan Publik 

Poltekkes Kemenkes Denpasar; 

5. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja Unit 

Pelayanan Publik Poltekkes Kemenkes Denpasar. 
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BAB II 

TEKNIS PELAKSANAAN 
 

A. Pengertian 

 

1. Survey  Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah survei kepuasan 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

2. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah dalam hal 

ini Poltekkes Kemenkes Denpasar; 

3. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Unit pelayanan publik adalah unit kerja pelayanan yang berupa 

Poltekkes Kemenkes Denpasar yang secara langsung maupun tidak 

langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan; 

5. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi Poltekkes 

Kemenkes Denpasar yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan 

publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

6. Penerimaan pelayanan publik adalah orang yang menerima pelayanan 

dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar; 

7. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian orang, 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 

pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Denpasar; 

8. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau 

sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik di 

Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang besaran dan tata cara 

pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan; 

9. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada penerima layanan sebagai variabel 

penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui kinerja 

Poltekkes Kemenkes Denpasar; 

10. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat 

pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

 
B. Metodologi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 

 

1. Penyusunan Kuisioner 

Dimulai tanggal 10 Juni 2024  hingga 10 November 2024,  terdapat 

166 responden yang mengisi survei melalui aplikasi google form . 

 

PERTANYAAN SURVEI 

a. Pelayanan Pengaduan  dari Masyarakat (akses melalui link 

https://tinyurl.com/SKMPelayananPengaduan2024 ) 

 

 

https://tinyurl.com/SKMPelayananPengaduan2024
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b. Pelayanan Informasi Tatap Muka (akses melalui link 

https://tinyurl.com/SKMPelayananInformasi2024 ) 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/SKMPelayananInformasi2024
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12 

 

c. Pelayanan Penerimaan Tamu (akses melalui link 

https://tinyurl.com/SKMPenerimaanTamu2024) 

 

 

https://tinyurl.com/SKMPenerimaanTamu2024


13 
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d. Pelayanan Legalisir Dokumen (akses melalui link 

https://tinyurl.com/SKMLegalisir2024 ) 

 

 

https://tinyurl.com/SKMLegalisir2024
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e. Pelayanan Peminjaman Koleksi Perpustakaan  

(akses melalui link   

tinyurl.com/SKMPeminjamanKoleksiPerpus2024) 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/SKMPeminjamanKoleksiPerpus2024
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2. Penyusunan bentuk jawaban 

a. Survei Kepuasan Masyarakat 

 Metode pengolahaan data sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017. Hal-hal yang digunakan sesuai 

peraturan tersebut yaitu: 

Jumlah dan materi parameter/pertanyaan 

Metode yang digunakan menggunakan 9 (sembilan) parameter 

berikut:  

1) Persyaratan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administrasi. 

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3) Waktu Penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan. 

4) Biaya/Tarif 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 
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penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5) Produk Spesifikasi JenisPelayanan 

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi pelayanan. 

6) Kompetensi pelaksana 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

7) Perilaku pelaksana 

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

8) Sarana dan prasarana 

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 

(Komputerdan mesin) dan prasarana untuk benda yang 

tidak bergerak (gedung). 

9) Saran dan Masukan 

Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan 

kepada Poltekkes Kemenkes Denpasar, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan di 

Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

Masing-masing unsur penilaian mempunyai rentang nilai dari 

1 sampai 4, dengan kategori berturut-turut adalah Tidak Baik, 

Kurang Baik, Baik dan Sangat Baik. Dari ke-empat kategori 

tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan terkait 
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pertanyaan yang diajukan. 

 

3. Penetapan Responden dan Lokasi 

a. Jumlah responden 

Responden yang ditentukan adalah seluruh penerima layanan 

di  Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

b. Lokasi dan waktu pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian google form 

mulai tanggal 10 Juni 2024  hingga 10 November 2024. 

c. Target responden 

Secara garis besar target responden adalah penerima layanan 

(saat selesai menerima layanan) di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

 

4. Analisa Data 

a. Cara Pengolahan 

Hasil pengolahaan data dengan menggunakan "nilai rata-rata 

tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam 

penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 

(sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur 

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan 

pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai 



22 

 

berikut : 

 

Sedangkan Untuk memudahkan interprestasi terhadap nilai SKM 

yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas 

dikonversikan dengan nilai dasar, dengan rumus berikut: 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Pada tahun 2024 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Poltekkes 

Kemenkes Denpasar. Survey ini mendapat respon positif dari pengguna layanan 

yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan. 

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Poltekkes Kemenkes Denpasar yang 

telah dihimpun oleh surveyor Tim Survey Kepuasan Masyarakat. 

A. Data Responden 

Jumlah Responden yang diambil dalam survei ini seluruh penerima 

layanan di  Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jumlah responden yang 

mengisi sebanyak 166 orang. Rincian responden yang tersurvey sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan jenis kelamin 

Responden terbanyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 136 orang 

(81.9%) dan laki-laki hanya 30 orang (18,1%) 

 

2.Berdasarkan kelompok umur 

Responden yang terbanyak berasal dari kelompok umur 19-63 tahun 

(Dewasa) sebanyak 124 (74,7%) dan paling sedikit berasal dari 

kelompok umur 10-18 tahun (Remaja) sebanyak 42 orang (25,3%). 
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Kelompok Umur Jumlah 

Remaja (10-18 tahun) 42 

Dewasa (19-63 tahun) 124 

 

 

 

3. Berdasarkan pendidikan terakhir 

Responden yang terbanyak adalah lulusan S1 sebanyak 62 orang 

(37,3%),lulusan SMA sebanyak 33 orang (19,9%),lulusan  D III 

sebanyak 30 orang (18,1%), dan lulusan S2 sebanyak 20 orang 

(12%),dan sisanya  sebanyak 21 orang (12,7%) terdiri dari lulusan 

S3,Guru Besar,Ners,dan Profesi. 

 

 

25,3%

74,7%

Jumlah

Remaja (10-18 tahun)

Dewasa (19-63 tahun)
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4. Berdasarkan jenis layanan yang diterima 

Responden yang terbanyak menerima layanan pendaftaran mahasiswa 

baru sebanyak 69 orang (23,8%) dan paling sedikit layanan CBT 

Center  sebanyak 2 orang (0,7%). 

JENIS LAYANAN JUMLAH 

Pengaduan 3 

Permohonan Informasi 84 

Penerimaan Tamu 42 

Legalisir 32 

Peminjaman Koleksi Perpus 5 

 

 

B. Kriteria Penilaian Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Hasil penilaian di atas dibandingkan dengan Tabel berikut : 

Tabel Kriteria/Kategori Penilaian Kategori Indeks Pelayanan Publik : 
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PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN PER RESPONDEN DAN 

UNSUR PELAYANAN 
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Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) 

83,1 

Kategori 

Penilaian 

Kepuasan 

Pelayanan 

BAIK 

 

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat  terhadapa layanan  Poltekkes 

Kemenkes Denpasar mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata- rata 

tertimbang SPKP adalah 3,32 atau konversi IKM sebesar 83,1. 

 

C. Kritik dan Saran 

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan 

pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, 

maka kritik dan saran masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan 

survey, surveyor menampung kritik dan saran dari masyarakat dengan 

harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan 

bersama. Beberapa kritik dan saran masyarakat dapat digunakan untuk 
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memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyara. 

Berikut adalah kritik dan saran dari responden terhadap pelayanan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar : 

1. Sarana wifi untuk mempercepat akses ditingkatkan 

2. Memperbaiki tempat parkir  

 

BAB IV  

KESIMPULAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat  terhadapa 

layanan  Poltekkes Kemenkes Denpasar mempunyai kategori BAIK, yaitu 

dengan nilai rata- rata tertimbang SPKP adalah 3,32 atau konversi IKM 

sebesar 83,1. 

B. Rencana Tindak Lanjut  

Adapun rencana tindak lanjut berdasarkan analisa data yang diperoleh pada 

survei Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Infastruktur Jaringan Wifi 

a. Koordinasi antara atasan dengan unit IT salam rangka 

meningkatkan kecepatan akses internet; 

b. Menambah akses point untuk memperluas cakupan jaringan 

pada lingkungan kampus direktorat dan jurusan keperawatan; 

c. Memisahkan jaringan untuk staf, mahasiswa, dan tamu agar 

tidak saling membebani; 

d. Menambah bandwidth untuk mempercepat akses internet. 

2. Revitalisasi Sarana Parkir 

a. Perbaikan fisik meliputi: tambal ulang bagian yang rusak, serta 

pemasangan marka parkir atau garis pembatas; 

b. Penataan ulang meliputi: Menyesuaikan sirkulasi keluar masuk, 

serta zonasi berdasarkan jenis kendaraan; 

c. Penambahan fasilitas pendukung, meliputi: memasang rambu 

dan papan petunjuk. 


